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BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT i
BOGOR
Nomor 593/137—Pem Bogor, 15 Sé%téﬁber 1986,
Dampiren s "0

Perihal

e pad.a
Pelepasan hak atas tanah e

g;?lgvgzgégtig ?;?ggaggg .Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
wi Sartika No. 1 Kota Ma Daerah Tingkat TITI Bogor
dya Bogor, r
A di- :
' Beg oR

Menunjuk Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat IT Bogor
Nomor : 143/244-Pem Tanggal 25 Agustus 1986, perihal mohon
'persetujuan pelepasan tanah HPL Pemerinbah Kabupaten Dt. IT
Bogor di Jalan Dewi Sartika Nomor 1 Kota Madya Bogor Serti-
fikat Nomor 1 seluas 2,869 M2, berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 4 tahun 1979, disampaikan hal hal se-

bagai berikut g

1. Penentuan calon pencrima/pembeli tanah asset Pemerintah
Daerah, ditetapkan dalam surat Keputusan Bupati Kepala
Daerah, setelah terlebih dahulu ada ijin dari Menteri
Dalam Negeri dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat

Tingkat 'IT untuk pelepasan hak atas tanah asset Pemda,

2. Untuk pelepasan hak atas tanah HPL Pemerintah Kabupaten
DT ITI Bogor di Jalesn Dewi Sartika No. 1 Kota Madya Bogor
direncanakan denzan pelelangan umum berdasarkan KEPRES
Nomor 29 Tahun 1984, hal ini dimaksudkan untuk dapat men
capai pemasukan yang maksimal untuk Kas Daerah Kabupaten
Dt II Bogor,

Untuk mempercepat proses pengalihan atas tanah Asset
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IT Bogor tersebut ke-
pada Pihak Ketiga, dimohon persetujuan pelepasan tangh HPL
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IT Bogor di Jalan Dewi
Sartika Nomor 1 Kota Madya Bogor dapat diberikan dalam -

waktu yang tidak lama,

Hari

b

S Demiluien Iolies ool e s sreidon e erdisle
Diterima Pada Urusan T.U & Keorsipan }
: \_/6éi495;_;wvﬁp_“4
Tanggal ¢ : S Offj /J?IO_M \
Faraf - &
< ad ——d
////



Tembusan

1.

2.

o
40

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

di Bandung ;

Kepala Direktorat Agraria Propinsi

Jawa Barat 4i Bandung ;

Pembantu Gubernur Wilayah II Bogor ;
D

Kebtua Bappeda Kabupaten Dt II Bogor.




BUPATI KEPALA I[II BOGOR
Bats .”pfﬁyuﬁéPfP?iI ...............................................
Pephalisi ™ Hasil vengar pendapBle . ...
Nioanaor - DISRRla e e
Tanggal . .15 September 1986s ..ottt
Tanggal / Jam Agenda Keterangan Keputusan

17/9-86. 10.00. 7039. Terlampir surat perihal hasil MW
dengan pendapat dengan Bkse -
xutif tentang Asset FPemda beklas @

Pendopo Kewedanaan Kota, Jl.
Dewi Sartika No.l Bogor.

Hohon untuk diketahui Bapak.




NG,

7«:@ KABUPATEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH TINGKAT Il BOGOR

JALAN VETERAN 27 BOGOR, TELP. 23020 PES. 173 - 175

Bogor , 15 September 1986

Kepada
Yth. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Bogor

di -
BOGOR
SURAT — PENGANTAR
NO : 045.2 / 21.
No. ! Perihal ! Banyaknya ! Keterangan
1. | Hasil dengar pendapat dengan Ekseku-! 1(satu) Expl. | Disampaiken dengan hormat

tif tentang Asset Pemda bekas Pendo-
po Kewedanaan Kota Jalan Dewl Sarti-

ka Fo. I Bogore.

untuk bahan seperlunya.

TETTEP SOEDJANA,BA .

&l f:‘,b_:-?-?‘ffiP. 0 208 .~
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K ABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
KABUPAZY

. Bogor, Juli 1986 .~
Nomor : O1/Kom.A/DPRD/VII/1986,
Derpda i Kepada Yth.
Perihal : Hasil Dengar Pendapat dengan Ketua DPRD Kabupaten S eeah
Fksekutif tentang Asset Pem Tingkat 1T Bogor
da bekas Pendopo Kewedanaan-— ai

Kotae. dJalan Dewi Sartika No
B o g O Lo

P

mor 1 DoOgoTe

I. PENDAHULUAN.

a. Dasar : z.le SK. DPRD Nomor III/Kpts/DPRD/Dp.03/IV/19?9 tanggal 12
April 1979 tentang pPeraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten
Daersh Tingkat II Bogor.

ne2. Instruksi Ketua Dewan sehubungan adanya surat tembusan
dari PT. Semesta Pratama Widya Noe 19/1/5WP/1986 tentang
- Tawaran Harga Tanah bekas Pendopo Kewedanaan Kota di dJa

lan Dewi Sartika Noe. 1 Bogore.

be Tujuan : beTle Memberikan saran pendapat sehubungan rencana Pelepasan

Asset Pemdae.

c. Waktu : Hari : Senine
: Tanggal : 24  Juli 1986,
Tempat : Ruang Sidang Komisi " A .

LY

IT o B R AT AN

1. Sehubungan adanya surat tembusan dari PT. Semesta Pratama Widya tentang
Penawaran Harga Tanah bekas Pendopo Kewedanaan Kota di Jalan Dewi Sarti
ka No. 1 Bogor, DPRD Kabupaten Bogor melalui Komisi " A i memandang
perlu untuk mengadakan Dengar Pendapat dengan pihak Eksekutif yang di

hadiri 5

Assekwilda Io

a. Drs. Abdul Wachyan
be Drse. SumarsCe.

c. Ny. Idae. S.H.

Bappedae
Ka. Bag. Hukume i

de. Ir. Supangat. Agraria.

e. Drse. Purba.

Staf Bagian Umum. .

Ze DrS.A.bdul Walchyan sseesecses
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E < BUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
E : ; Bogor , Juli 1986..~
k. Nomor : Oﬂ/Kom.A/DPRD/VII/1986.
B : : e
E Lampiran : . Kepade Yth.

Perihal : Hasil Dengar Pendapat dengan Ketua DPRD Kabupaten Daerah
: Eksekutif tentang Asset Pem Tingkat 11 Bogor

da bekas FPendopo Kewedanaan— ai

Kotae Jalan Dewi Sartika No

mor 1 Bogors Boeos

I. PENDAHULUAN.

a. Dasar . aele SK. DPRD Nomor III/Kpts/DPRD/Dp.O}/IV/1979 tanggal 12
April 1979 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten
Daersh Tingkat II Bogore

ne2e Instruksi Ketua Dewan sehubungan adanya sutat tembusan
dari PT. Semesta Pratama Widya Noo 19/1/SWP/1986 tentang
: Tawaran Harga Tanah bekas Pendopo Kewedanaan Kota ai Ja

lan Dewi Sartika No. 1 Bogore

b. Tujuan : bele Memberikan saral pendapat sehubungan rencana Pelepasan

Asset Pemdae.

ce Waktu 2 Hari : Senine
; : : Tanggal : 21 Juli 1986.
Tempat : Ruang Sidang Komisi " A ".

IT.. B R ATAN

1. Sehubungan adanya surat tembusan dari PT. Semesta Pratama Widya tentang
Penawaran Harga Tanah bekas Pendopo Kewédanaan Kota di Jalan Dewi Sarti
ka No. 1 Bogor, DPRD Kabupaten Bogor melalui Komisi " A L memandang
perlu untuk mengadakan Dengar Pendapat dengan pihak Eksekutif yeng di

hadiri 3

Assekwilda I

a. Drs. Abdul Wachyan
be Drse SumarsO.

Ce N:f. Idao S-H.

Bappedae
Ka. Bag. Hukume §

.

"

de Ir. Supangat.
e. Drs. Purbae.

Agraria.

.o

Staf Bagian Umume. 5

2o DrS-Abdul W&chyan ssesessse
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Drs. Abdul Wachyan menjelaskan bahwa rencana Pemda menjual Asset
bekas Pendopo Kewedanaan Kota atas dasar pertimbangan antara lain
untuk menunjang kelancaran Anggaran Pembangunan Ibukota Kabupaten

di Cibinonge

Status tanah merupakan HPL Pemerintah Daerah dalam bentuk Serti-
fikate.

Tekhnis pelaksanaan jual beli ini dapat dilakukan dalam bentuk
konpensasi berupa bangunan / pisik, langsung dibangun di Ibukota
Kabupaten di Cibinong sesuai dengan Asset yang ada sekarang seper
ti Bangunan Kantor Bangdes dan Kantor P.K.K.

Adapun selebihnya dapat disesuailkan dengan rencana pembangunan
dapat pula dilakukan dalam bentuk uang.

Adapun masalah hérga akan disesuaikan dengan Kepres 29 dan 30 yai
tu melalui lelang terbatas dimana meksimal akan terdapat tiga Pe

minat.

Menjawab pertanyaan Komisi " A ' Sekretaris Bappeda menjelaskan
bahwa klasifikasi Tanah bekas Pendopo Kewedanaan Kota termasuk

Kelas 1II.

Sdr. Ire. Supangat dari Agraria menjelaskan bahwa ada dua cara un

tuk mengeluarkan Asset Pemda yaitu :

a. Cara pelepasan jual beli lepas melalui Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 4 Tahun 197L.

be Cara perjanjian penggunaan tanah melalui Peraturan Menteri Da

lam Negeri Noe 4 Tahun 1974.

Menurut keterangan Kepala Kantor Agraria bahwa Harga Tanah Kelas
II di Kodya Bogor adalah Rp. 80.000,00 per-M# ( sesuai dengan
penawaran PT. Semesta Pratama Widya ).

Adapun luas tanabh seluruhnya adalah 2.869 Mt termasuk bangunan

bekas Pendopo Kewedanaan seluas 1.85h. Mz.

III. KESIMPULAN.

Te

2e

Pelepasan Asset Pemda bekas Pendopo Kewedanaan Kota didasarkan
atas dasar pertimbangan guna menunjang dana antara lain didalam

rangka Pembangunan Ibukota Kabupaten di Cibinonge.

Tanah dan Bangunan Asset Pemda tersebut sudah kurang effisien dan
efektif lagi.

Iv. S ARAN: eceesees sacsses
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S A RIGA _N.

1. Seyogyanya rencana pelepasan Asset Pemda dilakukan melalui

proses yang tepate

2. Supaya dilakukan pendekatan terhadap para penghuni dengan
diberikan penjelasan yang mantap tentang kebi jaksanaan yang

-

diambil Pemda Kabupaten Bogor.

%. Seyogyanya penawaran diberikan kepada beberapa pengusaha un

tuk mendapatkan harga yang akan menguntungkan Pemdae.

PIEBENIURT U B

Demikian Hasil Dengar Pendapat Komisi " A " dengan pihak Ekse-

kutif, untuk bahan pertimbangan selanjutnya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

KOMISI "AM

AN B e st pNoNy o

{aord

NY. RUCHYATI DAVID.N.




BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT i

BE@GOR
Nomor 143/244-Pem Bogor, 25 Agustus 1986.
Lampiramés -
Perihal : Mohon persetujuan pele-

pasan tanah HPL Pemerin

tah Kab. Dt. II Bogor -

di jalan Dewi Sartika - Kepada Yth.

no. 1 Kodya Bogor, Ser- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
tifikat Nomor : 1 selu- :

a8 2.869 m2. Daerah Tingkat II Bogor

e B _ di -
B i05s e TONGE:

Dalam rangka penggalian dana untuk dapat menanggula-
ngi Anggaran Pembangunan Tbukota Kabupaten Dt. II Bogor di
Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, direncanakan akan melepas-
kan tanah HPL Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. LI Boger di -
jalan Dewi Sartika seluas 2.869 m2, sebagaimana tercantum -
dalam sertifikat HPL Nomor 1, kepada pihak ketiga yang ber
sedia memberikan pemasukan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Bogor, sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.

Perlu dijelaskan, bahwa di atas tanah HPL Pemda ter
sebut terdapat para penghuni meliputi
2. Kantor Bangdes Kabupaten Bogor ;
b. Kantor Polsekta Kecamatan Bogor Tengah ;
c. Kantor Kelurahan Cibogor Kecamatan Kota Bogor Tengah ;
d.

Para penghuni lainnya.

Untuk penyelesaian para penghuni tersebut di atas =
akan diselesaikan dengan memberikan bantuan biaya menurut -

kemampuan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: &
tahun 1979 pasal 34 bahwa setiap pelepasan asset Pemda kepa
da pihak ketiga diharuskan mendapat persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karenanya untuk kelancaran -
proses pelepasan tanah HPL Pemerintah Kabupaten Dt BL :Bo=
gor tersebut mohon untuk mendapat persetujuannya dalam wak-

tu yang tidak lama.

Demikian i see=svss (25



Demikian sebagal bahan pertimbangan dan mohon kepu-

tusan selanjutnya.

bUPAEL KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

TEMBUSAR

1. Gubernur Kepala Daerah Tlngﬁ%tﬂﬁ‘
&WaBmmtdlﬁmﬂm%,

20 Kepala Direktorat Agraria Propinsi
Jawa Barat di Bandung ;

3. Pembantu Gubernur Wilayah I1 Bogor
di. Bogor.



3,

Membaca

A
L}‘W' :

2

Menimbang

Mengingat

SURAT KFPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAFRAH TINGKAT II BOGO:

HOMOR L
LAMPIRAN @
TENTANG
PERSETUJUAN PELEPASAN TANA HPL PEMERINTAH KA~
BUPATEN DAERAH TINGKAT 11 BOGOR SFLUAS 2869 M2
YANG TERLETAK DI JALAN DEWI SARTIKA NOMOR 1
: KOTAMADYA BOGOR.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Surst Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pogor masing-masing Nomor 143/244~
Poarperihal mohon persetujuan pelepasan ganch HPL Pemerinteh Kabupaten
Daereh Tingkat II Bogor di jalan Dewl Sartika Nosl Kodya Bogor, Sertifi-
kat Nomor 1 seluas 2,869 m" den Homor 593/137-Pem tanggal 15  September
1986 perihal Pelepasan hek atas tenah HPL Pemerintah Kabupaten Dati i 4
Bogor di Jalan Dewi Sartika lo, 1 Kodamadya Dogors

a. bahwa Kota Cibinong berdasarken pepaturen Pemerintah Nomor 6 Tahm =
1982 telah ditetapkan menjadi Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II BEo
gor, perlu mendapat tengsapen seksama dengan perwujuden pembangunan
phisik dilapangans

be bahwa untuk pembangunan phisik dilapangan perlu ditanggulengi don di-
tunjang dengen adenya dsna antara lain dengan pelepasan HPL Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang terletak di Jalan Dewi Sartika
No.l Kotamadya Pogors

¢. Bahwa berhubung dengan hal=hal tersebut pada huruf a dan b diatas wn=
tuk pelepasan tanah nPL dimeksud perlu ditetapken dengan surat Kepu~
4usan Dewan Perwakilan Rekyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II TBo=
0T e

11, Undeng-Undang Nomor 14 tahun 1950 tenteng Pembentukan daerah-daerah

Kabupaten dalam lingkungan Propinei Jawa Borale

2, Undeng Undeng Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok=pokok Pemerintahen di
Daerahe

3. Peraturan Pemerifitah Nomor 6 tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ke Kecamaten Cibinong di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Dogore

4+ Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1966 tentang pendafiaran hak

pakai dan hak pengelolasne

5e Peraturan Menteri Dalam Negeri lomor 1 tahun 1977 tenteng tata cara
permohonan den pengelolaan pemberian hak atas bagien bagian tanah hak
pengelolasn serta pendaftarannyce



-2 -

6. Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang pengelolasn
barang Pemerintah Daerahs

7. Peraturen Daersh Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nemor 3 tahun 1985
tentang Rencona Induk Kota Cibinong tahun 1985 sampai dengan 2005a

8. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pogor Nomor 111/Kpts/
DPRD/Dp.03/1V/1979 tenggel 12 April 1979 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwskilen Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogore

Mendengar ¢ Hasil Pembicarasn dalam Sideng Fleno Dewen Perwakilan Rakyat Daerzh Kabu=
paten Daerah Tingkat II Bogor tanggal 7 Oktober 1986.

MEMUTUSKARN

Menetapkan 1@ '

Pertama t Menyetujui pelepasan $anah HPL Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Po-
gor seluas 2,869 M2 yang terletak di Jalan Dewi Sartika No.l Kotemadya '
Bogore

Kedua 13 GmtirugipelepasantmahHPLtersebut digesuaiken dengan harga umum pa~
da saat penyerahan/pengelihan hake

Ketiga :+ Proses pemindshan hek agar disesuaikan dengen peraturan dan perundange
undangan yang berlakus

Keempat t Suret keputusan ini verlaku sejek tanggal ditetapkon dengan ketentuan
apabila terdapat kekelirnen didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunyas

Ditetopken ¢ di Bogor.

Pada tanggel : T Oktober 1986
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

Ketuagy

ELLIF DIFHAN,BSo.



7

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT [ BOGOR

JALAN VETERAN 27 BOGOR. TELF. 23020 PES. 173 - 175

Nomor
Lampiran
Perihal

Bogor 24 September 1987

192,04/ £0 «DPRD Kepada

- Yth. Bupati Kepala Daerah
®oran-saran dari hasil = Tingkat II Bogor
laporan dengar pendapat di -

dan kunjungan kerja Komisi BOGOR.

A ke lokasi Asset Pemda
(lahan tanah Gn.Batu & Desa
Tengah Kec. Cibinonge)

Berkenaan dengan telah d%gfrbitkannya Surat Bupati No.593.82/
09-Pem tentang pelepasan hak atas tanah yang telah dibebaskan Pemda
Kabupaten Dati II Bogor di Desa Tengah Kec. Cibinong dan Desa Gn.Batu
Kec. Ciomas, guna menge tahul pampai sejauh mana terhadap pelaksanaan
tersebut, maka DPRD Kabupaten pati 11 Bogor pada tanggal 8 dan 9 Sep -
tember 1987 telah menugaskan kepada Komisi "A" untuk mengadakan acara
dengar pendapat dengan ¥a Bag Pemerintahan, Ka Bag Hukum dan Ka Kantor
Agraria serta kunjungan kerja ke Jokasi Asset Pemda { lokasi tanah Gne
Batu & Desa Tengah Cibinong Je

Setelah didapat hasil dari pembahasan tersebut maka Dewan me=
nyarankan sebagai berikut @

1 Agar proses penyelesaian hak atas tanah Asset lapangan bela Gne.Batu
di Kec. Ciomas dapat di percepat, guna terjaminnya penguasaan tanah
tersebut, baik secara fisik maupun secara Yuridis ( LEGAL ).

5, Terhadap 6 ( enam ) penghuni rumah yang dibangun di atas lokasi -
tanah tersebut , agar segera di selesaikan dengan sebaik=-baiknya se

gara musyawarah untuk mufakate

3« Terhadap pihak ketipa yang berminat atas lahan tersebut, seyogyanya
di usshekan pihak yang benar-benar siap dengan kemampuannyas

4, Dalam rangka pelepasan Asset Pemda tersebut, agar di waspadai  ter
hadap pihak-pihak yang akan memanfaatkan situasi, sehingga tidak -
mengganggu kelancaran proses pelepasannya, dan kepada masyarakat se
tempat agar diberi penjelasan terlebih dahulu tentang pelepasan ta-
nah dimaksud, supaya tidak timbul praduga yang simpang siur , Yang
dapat merugikan semua pihake

Se Dﬂngan sssssessesce

e






5. Dengan dilepasnya Asset Pemda yang semula dijadikan saran Olah Raga
seyogyanya dapat dicarikan kompensasinya yang berlokasi di Wilayah

Kece. Ciomase.

6. Agar segera dapat diselesaikan pembebasan lahan tanah PTe DARALON =
untuk pembangunan jalan arteri ke lokasi Ibu Kota Kabupaten Bogore.

Demikian agar maklum dan untuk seperlunyae=

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TEMBUSAN :
« Ketua Komisi "A" DPRD Kabupaten
Daerah Tingkat II Bogore




L

o SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR 3
LAMPIRAN :
TENTANG
PERSETUJUAN PELEPASAN TANAH HPL PEMERINTAH KA~
BUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR SELUAS 2869 M2
YANG TERLETAK DI JALAN DEWI SARTIKA NOMOR 1
KOTAMADYA BOGOR.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor masing-masing Nomor 143/244~

‘hﬁ) Pegi;erihal mohon persetujuan pelepasan tanah HPL Pemerintah  Kabupaten

9_{ Daerah Tingkat II Bogor di jalan Dewi Sartika No.l Kodya Bogor, Sertifi-

G<£> kat Nomor 1 seluas 2.869 m" dan Nomor 593/137—Pem tanggal 15  September

420¢' @é“ 1986 perihal Pelepasan hak atas tanah HPL Pemerintah Kabupaten Datas= S
V) Bogor di Jalan Dewi Sartika No, 1 Kosamadya Bogor.

Menimbang : a. bahwa Kota Cibinong berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun -

1982 telah ditetapkan menjadi Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bo
gor, perlu mendapat tanggapan seksama dengan perwujudan pembangunan

phisik dilapangan.

b. bahwa untuk pembangunan phisik dilapangan perlu ditanggulangi dan di-
tunjang dengan adanya dana antara lain dengan pelepasan HPL Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang terletak di Jalan Dewi Sartika
No.l Kotamadya Bogor.

¢. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas un-—
tuk pelepasan tanah HPL dimaksud perlu ditetapkan dengan surat Kepu—
tusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bo-
g0T .

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah—-daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.

2, Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah.

3. Peraturan Pemerihtah Nomor 6 tahun 1982 tentané Pemindahan Ibu Kota
Kabupaten Daerah Tingkat IT Bogor ke Kecamatan Cibinong -di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1966 tentang pendaftaran hak
pakai dan hak pengelolaan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977 tentang tata cara
permohonan dan pengelolaan pemberian hak atas bagian bagian tanah hak

pengelolaan serta pendaftarannya.
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang pengelolaan
barang Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 tahun 1985
tentang Rencana Induk Kota Cibinong tahun 1985 sampai dengan 2005.

8. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor III/Kpts/
DPRD/Dp.03/IV/1979 tanggal 12 April 1979 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Mendengar : Hasil Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Bogor tanggal T Oktober 1986.

" MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui pelepasan tanah HPL Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bo-
gor seluas 2.869 M2 yang terletak di Jalan Dewi Sartika No.l Kotamadya
Bogor.

Kedua : Ganti rugi pelepasan tanah HPL tersebut disesumaikan dengan harga umum pa-—

da saat penyerahan/pengelihan hak.

Ketiga : Proses pemindahan hak agar disesuaikan dengan peraturan dan perundang--

undangan yang berlaku.

Keempat ¢ Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapken dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan ¢ di Bogor
Pada tanggal : 7 Oktober 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

Ketua,

ELLIF DJEHAN,BSc.
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TIRGKAT II BOGOR

Nomor : 006/DP/A/IX/8T
Lamp. : 6 (enam) helai

Perihal : Laporan hasil dengar pendapat Kepada
dan kunjungan kerje ke lokasi Yth: Ketua DPRD
asset Pemda (lahan tanah Gn. Kabupaten DT,II Bogor
Batu dan Ds.Tengsh Cibinong). di
Bogor.-

I. Pendghuluan.
a. Dasar : 1).Surat Bupati No.593.82/09-Pem. tentang pelepasan
hak atas tanah yang telah dibebaskan Pemda Kabu-
paten DT.II Bogor di Desa Tengah Kecamatan Cibi-

nong dan Desa Gn.Batu Kecamatan Ciomas.

2}.5K. Dewan Nomor < I11/KPTS/Dp.03/IV/79 tentang pe
raturan tata tertib DPRD Kabupaten DT.Bogor.

3) .Undangan Sekretaris Dewan No.172/05-Setwan ten -
tang dengar pendapat Komisi A dengan Kabag.Peme-
rintahan, Kakantor Agraria dan Kabag.Hukun.

4) Radiogrem dari Ketua DPRD Kabupaten DT.II Bogor
Nomor.094/12-Setwan tentang kunjungan kerja Komi
si A ke lokasi asset Pemda lshan tanah Gn.Batu
dan Desa Tengah Cibinong.

b. Waktu dan tempat:
1) .Dengar Pendapab:

Hari ¢ Selasa

Tanggal : 8 September 1987

Jam s 10,00 s/d 1300

Tempat : Ruang Komisi A DPRD Kabupaten

B ol Begore
2) JKunjungan Kerja:

Hari : Rabu

Tanggal : 9 September 1987

Jam s 09.00 s/d 14.00

Tempat . Lokasi asset Pemda lshan tanah Gn.

Batu Ciomas, dan Desa Tengah Cibi-
nong.
II. Maksud dan tujuan.

Untuk mempercepat proses penyelesaian pelepasan asset Pemda la-
han tanah Gn.Batu dan Desa Tengah Cibinong, guna mendapat pema-
sukan dana bagl penunjang pembangunan Ibukota Kabupaten DI.IT
Bogor.



ITII. Hasil-hasil pembahasan.

l.Asset tansh Pemda Kabupaten DT,II Bogor lapangan bola Desa
Gn.Batu Ciomas seluruhnys 15.330 m2, secara fisiftelah di-
kuasai Pemda Kabupaten DT.II Bogor.

2eDari luas 15.330 m2 terdapat tanah kosong (lapangan bola)
seluas 12.250 m2 sedang diproses untuk dilepaskan kepada pi
hak ketiga , untuk mendapat pamasukan danas guna menunjang
biaya pembangunan Ibukota Kabupaten DT.Bogor.

3.8isa tansh seluas 3.080 m2 terdiri dari jalan, sebuah mus -
hola dan 6 (enam) penghuni rumah warga Desg Gn.Batu, diberi
kesempatan untuk mendapatkan hak atas tanah sesuai dengan
prosedur yang berlaku.

4.Pemda Kabupaten DT.II Bogor telah memberikan uang santunan
sebesar Rp.30.000.000,00.- (Tiga puluh juta rupiah) kepada
22 orang yang mengaeku ahli waris stas nams almarhum H.Moch.
Toha dan almarhum H.Anwar bin H.Abdul Hamid yang dikuvatkan
dengan kesepakatan yang ditandatangani ke-22 ghli waris ter
sebut bersama Bupati Kepala Daerah Tk.II Bogor beserta un -
sur Staf Pemda yang terkait.

1EMT A Kesimpulah.

l.&sset Pemda Kabupaten Dt.II Bogor yang berupa lahan tanah
lapangan sepak bola Gn.Batu Kecamatan Ciomas, dalam keadaan
fisik dikuasai oleh Pemda, sedangkan penguasaan secara yuri
dis masih dalam proses penyelesaian hak atas tanahnya.

2eDiatas lahen tanah tersebut terdapat 6 (enam) bugh rumsh yg
dihuni wargs Desa Gn.Batu, diantaranya terdapat satu penghu
ni yang telah memiliki buku sertifikaet hak atas tanahnya.

3.Pada umumnya pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan Ibu-
kota Kabupaten DT.II Bogor di Dess Tengah Kecamatan Cibinong
berjalan baik dan lancar sesuai dengan target kebutuhan la-
han tanah yang diperlukan.
Namun sda sebagian lszhan tanah untuk pembuatan jalan arteri
masuk ke lokasi Ibukota pads aresl lahan tanah PT.Daralon
yang masih dalam penyelessian antars pihak PT.Daralon dengan
Pemda Kabupaten Dt.II Bogor.

V. Saran-saran.

l.Agar proses penyelesaian hak atas tanah asset lapangan bola
Gn.Batu Kecamatan Ciomas dipercepat, guna terjsminnya pengu
asaan tanah tsb, baik seczra fisik mgupun secara yuridis
(secara legal).

2- Terhadap eeses o0
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2. Terhadap 6 (enam) penghuni rumah yang dibangun diatas lzhan
tanah tersebut, segeras diselesaikan dengan sebaik-baiknya
dengan cara musyawarah untuk mufakat.

3. Terhadap pihak ketiga yang berminat atas lahan tanah terse-
but, seyogyanya diusshakan pihak yang benar-benar siap de -
ngan kemampuannya.

4., Dalam rangka pelepasan asset Pemds tersebut, agar diwaspadai
terhadap pihak-pihak yang akan memanfaatkan situasi, aechingga
mengganggu kelancaran proses pelepasannya.

5. Kepada masyarakat setempat agar diberikan penjelasan dan pe-

nyuluhan tentang pelepasan asset, agar tidak timbul praduga

yang simpang-siur yang dapat merugikan semua pihak.

6. Dengan dilepasnya asset Pemda yang semula dijadikan sarana
olah raga, seyogyanya dapat dicarikan kompensasinya yang ber
lokasi di wilayah Kecamatan Ciomas.

7. Pembebasan lahan tanah PT.Darslon untuk pembangunan jalan
arteri ke lokasi Ibukota Kabupaten Bogor, agar segers dapat
diselesaikan.

VI. Penutup.
Demikian laporan hasil Dengar Pendapat dan Kunjungan Kerja Ko-
,misi A DPRD Kabupaten Dt.II Bogor ke lokasi asset Pemda lahan
tanah Gn.Batu Ciomas, dan Desg Tengah Kecamatan Cibinong, un -
tuk menjadi periksa dan bahan pertimbangan selanjutnya.

Bogor, 10 September 1987.-

Pelapor,

(Nawafiéﬂgggeh).-




